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DENGAN RA}IMAT TUHAN YANS },{Ai-IA ESA

BUtrATI KARO,

Menimbang : a' hrahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan F{onore. merupakananggota masyarakat -vang mengabdikan diri dan di*ngkatunt,k menunjang dan berpartisipasi dalam penyelenggaraanpendidikan dan d*:erikan imbar jasa berupa penghasilan daripenyerenggara pendidikan atau satuan pendidikan secaraberkala sesuai dengan peraturan perundang*undangan;
Lr' bahwa dalarn rangka rneningkatkan kesejahteraan da_*memotivasi pendidik dan Tenaga Kependidikan honorersebagaimana climaksud daiarn huruf a, pemerintah KabupatenKaro menganggarkan Honorarium Jasa pendukung bagiPendidik dan Tenaga l(ependictikan honorer;
c. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana elimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan peratur-an Bupatitentang petunjuk Teknis pembayaran Honorarium JasaFendukr"rng Bagi penrlidik dan Tenaga Kependidikan Honorerpada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, sekorah Dasardan sekolah Menengah pertama Negeri di Karrupaten Karo?ahun Anggaran 2A2l;

1- undang-u*dang Nomor 7 Drt rahun 1956 tentangPembenti"rkan Daerah Otonom Kahrupaten_Kabupaten daiamLingkungan Daerah Fropinsi sumatera utara {LembaranNegara Repubrik Indonesia Tahun 1gs6 Nomor sg, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 1Og2);

h,terrgingat: 
I

2. {Jndang-Undang. 
.



2" undang-unriang Nomnr 1T Tahun 200g tentang Keuangan Negara
{LemLra-ra* Negara Repurrrik Indonesia Tahi_ln 2003 Nomor 47,Tambahan l-emtraran Negara Republik trndonesia Nornar azs6);3' undang-uirdang Nomor 20 Tahun 20CIa tentang sistenl pendjdikan
Nasionar llernr:aran Negara Reputllik Indonesia Tahun 2008
No nor TB, TarnLrahan Lerrrbaran Negara Republik Indrinesia
Nornor aEO1);

4' undang-undang Nornor 1 Tahun zaCI4 tentang perbendaharaail
Negara {l'embaran Negara Repuirlik Indonesia Tahun z0o4 Nomor s,Tambahan r,ernt-raran Negara Repukrlik Indonesia Nomcr a*ssj;5' undang-undang No:nor 14 Tahr-rn pCICI.T tentang Guru cla*
Dosen {r"emberan Negara Republik indonesiaTa?run t00E N*mor
i 57, Tambahan Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor
4585);

6' unela*g*uncrang Nomor 1t Tahun zCIi 1 tentang pernl:entukan
Peraturan perunda,g-undangan 

ilembaran Negara Republix<
lndonesia Tahun zolr Nomor g2, Tarnbahan Lem'aran Negara
Repuirlik l*donesia Nom*r s234) sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Norn,r 1s Tahun zorg tentang
Ferubahan atas undang-undang N*rnor rz Tahun zCIi Itentang pembentukan peraturan perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t019 Nornor 1gB,
Tambahan Lembaran Nega:ra Repubrik Indonesia Nomor 6GgE);

7" undang-ur:dang Nomor 2s Tahun za4 tentang pemerintahan
Daerah {LemLraran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tasnbahan Lemtraran Negara Repubrik indonesia
N*rnor 558?) sebagaimana telah cliubah hreberapa kali terakhir
dengan u,dang-undang Nomor g Tahun g01s tentang
Perubaha.n Kedua atas lJndang-undang ]yomor 23 Tahu n za14
ter:tang Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubrik
indonesia Tahun 201s N,rncr sg, Tambahan Lernbaran Negara
Republik indonesia Nomor SSTg);

E' Peraturan pemerintah Nornor i9 Tahr_rn 200s tentang standar"
Nasir:na} pendidikan {Lembaran Negara Repubiik {ndonesia
Tahun 200s Nnrnor 41, Tambahan ternbraran Negara RepuLrlik
Indclnesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 ?ahun
2015 tentang peruhahan Kecli-la atas peraturan fremeri*tah
N*mor I g rahun 20CIs tentang $tandar Nasionai perrdidikan
{l,emLraran Negara Repubrrik Indonesia Nomor s6?0};g' Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun 200g tentang
Pendanaan penciidikan 

{Lembaran Negara Repu}:li}< Indonesia
Tahr:n 2S0B l{eirncr g1, Tambahan LemLrararr Negara Repubtik
Indonesia Nornor 4964

1G. Undang-Undang.



10. peraturan pemerintah 
Norno r 74 Tahun 200g tentang Guru(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2o0g Nomor 1g4,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nornor 4941)sebagaimana teiah diubah dengan peraturan pemerintahNomor 19 Tahun 

^afi 
tentang perubahan atas peraturanpemerintah Nomor 74 Tahun 200g tentang Guru (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2orr Nomor 107, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605g);11' Peraturan pernerintah Nomor rr Tahun 2010 tentangpe*gelolaan dan penyerenggaraan pendidikan (LembaranNegara Republik indonesia Tahun zorc Nomor 23, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor S10S)sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturanpemerintah Nomor 74 Tahun 200g tentang pengeloraan danPenyerenggaraan pendidikan 
{Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2010 Nomor rrz, Tambahan Lernbaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor SIST);
12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2oi,g tentangPengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repr.rblikIndonesia Tahun 2o1g Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);
trs- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentangPedoman pengerolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri DararnNegeri Nomor 21 Tahun zorr tentang perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Zao()tentang

Pedoman pengel0laan Keuangan Daerah (Berita Negara NegaraRepubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
1+" Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor g0 Tahun 201s tentangProduk Hukum Daerah {(Berita Negara Negara RepublikIndonesia Tahun 201s Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun20lg
tentang pembentnkan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Negara Repubrik indonesia Tahun 201g N.mor 1s?);15' Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 0s Tahun zarctentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Karo(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun za$ Nomor 0s,Tambahan Lem'aran Daerah Kabupaten Karo Nornor 03);i6' Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun zozltentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2aZ1Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Nomor 01);

17. Peraturan.



L7 ' Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2a16 tentangKedudukar:r, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun2015 Nornor 3si sebagaimana terah diubah dengan peraturanBupati Karo Nomor 04 Tahun Zaw tentang perubahan atasPeraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 21rc tentangKedudukan, susunan organisasi, ?ugas dan Fungsi serta TataKerja perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun?OtT Nomor 04);
18' Peraturan Bupati Karo Nomor 3g Tahun 2016 tentang TugasPokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo{Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2arcNomor 3g};19' Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2a21 tentangPery'abaran Anggaran pendapatan ctan Belanja Daerah TahunAnggaran za2r (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun zozlNornor 01);

Menehpkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUF{JUK TEKNIS PEMBAYARANHONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGAPENDIDIKAN HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN TAM,*NKANAK.KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MBNENGAHPERTAMA NEGERI DI KABUPA?BN KARO TAHUN ANGGARAN2A21.

pasal 
1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1' Pemerintah Daerah adarah Bupati beserta perangkat Daerahsebagai urrsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Wakil Bupati adalah Wakii Bupati Karo.
4' Dinas pendidikan adalah Dinas pendidikan Kabupaten Karo yangrneiaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yangmenjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.5' satuan pendidikan Negeri adarah kelornpok rayanan pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenispendidikan yang didirikan oreh pemerintah.
6. Taman Kanak-Kanakyang seianjutn5ra disingkat TK adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalurpendidikan formar yang menyelenggarakan program pendidikanbagi anak berusia 4 {ernpat} tahun sampai dengan 6 {enam}tahun"

7. Sekotah"



7' sekorah Dasar yang selanjutnya disingkat sD adaiah salah satubentuk satuan pendidikan formal
p e n d id ikan u m u m pad a j e n3' an g p.r, oi alffis #;:.'-t 

en gs;arakan

8' sekolah Menengah pertama yang selanjutnya disingkat sMpadarah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umrm pada jedans pendidikandasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yangsederqiat atau ranjutan dari hasil berajar yang diakui $ama atausetara SD atau MI.
9' pendidik Honorer adarah Guru -yang mengEar pada satuanpendidikan TK, SD dan sMp Negeri di Kabupaten Karo.10" Tenaga Kependidikan Honorer adarah Tenaga perpustakaan,

Tenaga Laboratorium, Teknisi sumber Belajar, TenagaAdministrasi, psikolog, Tenaga Kebersihan dan Keamanan sertatenaga dengan sebutan rain yang bertugas pada satuanpendidikan TK, sD dan sMp Negeri di Kabupaten Karo.
1 1' Jasa pendukung adalah Honorarium tambahan yang diterimaoleh pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer.

Pasal 2

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman daram pembayaran danpertanggungjawaban Honorarium Jasa pendukung bagi pendidik danTenaga Kependidikan Honorer pada satuan pendidikan TK, sD dansMP Negeri di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 202r.

Pasai 3

(u Pembayaran Honorar-ium Jasa pendukung Bagi pendidik danTenaga Kependidikan Honorer bertqiuan meningkatkan kinerjadan kesejahteraan basr pendidik dan Tenaga Kependidikan
Honorer $atuan pendidikan TK, sD dan sMp Negeri di KabupatenKaro.

{2i Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud daram ayat {r}dilakukan berdasarkan pada kriteria dan urutan:
a. masa keqja;
b. usia.

i3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksudpada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangrnerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
pasal 4

{u Jasa pendukung bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan
Honorer diatokasikan untuk pembayaran Honorarium bagiPendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertugas padaTK, SD dan SMp Negeri di Kabupaten Karo.

{2) Pernbayaran.



tZ) Pernbayaran Honorarium sebagaimana
bersifat sernentara sesuai dengan
Daerah.

Pasal 5

{li Besaran Honorarium Jasa pendukung bagi pendidik dan TenagaKependidikan Honorer yang bertugas pada TK, sD dan sMpNegeri di Kabupaten Karo sebesar Rp.300.000,-{Tiga ratus riburupiah) per 1 (satu) orang per 1 (satu) bulan.(2) Tata Cara pemba-varan d:
bagi pendidik dan renaga [r:::1ffi::ffi::::;"ilffiil'X
pada TK, sD rlan sMp Negeri di Kabupaten Kar* sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.(3) Penerima Honorarium Jasa pendukung Bagi pendidik danTenaga Kependidikan Honorer pada satuan pendidikan TK, sDdan sMp Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

dimaksud pada ayat (1)
kemampuan Keuangan

pengund.angan

Berita Daerah

202,

Iliundangkan
pada tanggal

pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di

di Kabanjahe
22- +egRvAP-l -out

SEKRE?ARI
N KARO,

KAMPE LIN PURBA

Kabanjahe
22 +6kuAR)

BERITA RAH KABUPATEN KARO TAHUN 2O2l NOMOR OLI



L,{MPIRAN
PERATURAN BUPA?I KARO
NokioR oq TAHUN ZaZ;
TgN?ANG
PETUNJUK TEKNIS PEI\48,{YARANHONORARIUfuI JASA PENDUKUNG BAGIPENDIDIK DAN TENAG,{ KEPENDIDIKANHONORER PADA SATUAN PETVUOTKAN TAMANKANAK*KANAK, SEKOLAH DASAR DANSEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DiKABUPATEN KARO TAHUN ETVCCANAN 2021

PETUI{JUI. T'HIUS PEMBAYAAAT{ HOISORARIUI*JASA PEI'TDUKUIIG BAGI PEIITDIDIK DAII TEilAGA KEPENDIDIKAI,I HOIIORERp'c[DA SATUAII PEI[DrDrrtaIT rArEArtr ruuyAK-KArtAr(, $EHOLATT DASAn DA$SEI(OLAII MEfiE*GAH PERTAMA SEGERI DI I{ABUPATEIV KARO
TAHUIT AIIGGANAIT aQ,,I

BAB I
TENDAHULUAIII

A. Latar Belakang

Guru adalah penclidik yang merupakan salah satu komponen terpentingdalam pendidikan, dinnana guru memegang peranan ya.ng sangat vitar dalampenyeiengaraan pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranJiapendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memilikikualifikasi sesuai dengan standar ),ang telah ditetapkan pemerintah sertamenguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial.Kondisi Guru di Kabupaten Karo untuk beberapa tahun terakhir ini, antarajumlah yang pensiun dan meninggal dunia lebih banyak dibanding denganpengangkatan/penernpatan baru' Hal ini mengakibatkan sebagian besar sekoiahnegeri kekurangan guru' Mengingat kehutuhan sekolah untuk menjarnin prosespembelajaran tetap berlangsung pengangkatan tenaga honorer tidak dapatdihindari.

Pasal 1 Ayat (5) undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistemPendidikan dinyatakan bahwa Tenaga Kependidikan adarah anggota masyarakatyang mengabdikan cliri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraanpendidikan' Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,pengeioiaan, pengembangan, perfgavrasan, dan perayanan kknis untukmenunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (pasal 3g Ayat r). TenagaKependidikan terdiri atas: u Tenaga perpustakaan, 2)Tenaga Laboratorium



2)Teknisi sumrrer Beldar, 3] Tenaga Adrninistrasi, 4) psikorog, 5) ?enagaKebersihan' 6) Keamanan, dan ?1 Tenaga dengan sebutan iain" Keberadaantenaga kependidikan pada sekolah negeri di Kabupaten Karo sebagian besarberstatus honorer hal ini terjadi karena formasi untuk jahatan ini tidakditrakukan pengangkatan.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor rz rahun 2010 tentang pengeloraandan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nornor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturanPernerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang pengeloraan dan penyerenggaraanPendidikan' rnenyatakan Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistempendidikan nasional di daerahnya dan merun:uskan serta menetapkan kehijakandaerah bidang pendidikan sesuai ke,i,'enangannya. Berdasarkan aturan ini BupatiKaro memungkinkan rnenetapkan kebijakan untuk menanggulangi kekuranganimbalan jasa yang diterima oleh tenaga honorer di sekoiah. Hal ini diper.l.eiasdaiam Pasal 29 ayat tzj huruf e, Kebijakan daerah bidang pendidikansebagaimana dimaksud pada qvat (1) dituangkan daram rencana kerja canarlggaran tahunan kabupateny'kota.
Mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188'44 / ;2slKPTS l2o2o tentang Penetapan upah Minimum provinsi 

{uMp}sumatera utara Tahun 2021, Besar upah minimum Kabupaten Karo ditetapkanRp 3'070'354'- per bulan' Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima tenagahonor di sekolah dipandang kurang dari cukup serta perlu ditambah dari surnberpenghasilan lain yang tidak bertentangan dengan aturan _yang berlaku. Dalamhal ini Bupati Karo dan didukung Pokok pikiran dari DpRD Kabupaten Karomenetapkan keh{jakan herupa Pemberian Honorarium Jasa pendukung bagiPendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang dianggarkan dari A*BDKabupaten Karo Tahun Anggaran eAlJ.
Pernerintah Kabupaten Karo dalam hal ini melalui Dinas pendidikan

melaksanakan pemberian bantuan Honorarium Jasa pendukung bagi pendidik
dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Karo. untuk itu, agar pelaksanaanpemberian bantuan Honorariurn Jasa Pendukung bagi pendidik dan TenagaKependidikan sesuai ketentuan perundang*undangan perlu disusun petunjuk
Teknis Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi penclidik dan TenagaKependidikan Honorer di Kabupaten Karo.

B. Frimsip dan Etik*
Pembayaran Honorari*rn Jasa pendukung Bagi pendidik dan TenagaKeperrdidikan berdasarkan prinsip efektif, efesien, transparan, terbuka, adildan akuntabei.



C, Tujuan

Pemberian Flonorarium Jasa pendukung
Kependidikan bertquan untuk:
1- meningkatkan kesejahteraan pendidik danyang bertugas pada Satuan pendidikan

Kabupaten Karo;

bagr pendidik dan Tenaga

tenaga kependidikan honorer
TK, SD dan SMp Negeri di

D.

2' rnenjaga keberlangsungan proses belajar mengajar tetap berjalan efektifpada satuan pendidikan TK, sD dan sMp Negeri di Kabupaten Karo;3' meningkatkan kiner.l'a dan motiv-asi pendidik dan tenaga kependidikanhonorer dalarn melaksanakan tugas; dan
4" meningkatkan komitmen dan tanggungjarvah pendidik dan tenaga

:fr:::f" 
honorer dalam mengemban rugas sebagai pendidik yans

Sasaran llegiatan
sasaran kegiatan pemrrerian tronorarium jasa pendukung bagr pendidik dantenaga kependidikan ini adalah:
1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer iNon pNS) yang bertugas padasatuan pendidikan ?K, sD dan s*p Negeri yang berada di wilayahKabupaten Karo dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.2" Masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima sebesarRp" 30o'000,- (tiga rat,s ribu rupiahi per setiap buran sebanyak 12 (duabelas) bulan yaitu terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 202 r .

Kriteria calon Penerima [rcnorariunarrasa pendukung hagi pendidik danTenaga Kependidikan
syarat dan ketentuan calon Penerima Honorarium Jasa pendukung bagiPendidik dan Tenaga Kependidikan:
1. Persyaratan Umum

a" Warga Negara Indonesia;
b. Berusia naaksimal 60 (enam puluh) tahun;
c' Tidak pernah/sedang d"ikenai sanksi berka:itan erengan peranggaran

hukum dan atau tata tertib sekotah serta kode etik guru pada umumnya"
2. Persyaratan Khusus

calon penerima Honorarium Jasa pendukung bagi pendirlik dan TenagaKependidikan selain memenuhi persyaratan umum juga memenuhipersyaratan khusus sebagai berikut:

E.



a" memilil...' Ijazah mininrar strata satu {s,)/D IV dan Akta Mengajar bagiGuru dan minirnal ljaaah sh{.4/sMK bagi Tenaga Kependidikan, kecualiTenaga Kebersihan dan Keamanan minimar sMp;
b" trertugas pada TK' sD dan sfuIP sekorah Negeri cii Kabupaten Karo danMemiliki surat Keputusan Pengangkatan sebagai pendidik atau tenagakependidikan honorer rninimal dari Kepara $ekolah tempat bertugas;dan

c" diusulkan oleh Kepala sekolah berdasarkan anarisis kebutuhan Gurudan Tenaga Kependidikan di sekorah masing_masing dan aktifmelaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

r' Ponetapan Penerima Honorarium .Iasa penduhung bagi pendidik danTenaga Kependiditrran

Penerima Hor:orarium Jasa pendukung bagi penclidik dan TenagaKependidikan adalah pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mernenuhipersvaratan. Disamping memenuhi persyaratan, karena keterbatasananggaran maka penetapan penerima ditentukan berdasarkan masa kerjaPendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai tenaga honorer y,aitu dari Srangpaling lama ke yang paiing baru sebagai tenaga honorer. Apabila terdapatPendidik dan Tenaga Kependidikan memiiiki masa ke{asama tetapi jurntahkuota tidak memungkinkan untuk ikut serta seluruhnya maka penetapannlradidasarkan pada usia, yaitu dari usia yang tertua sampai usia yang palingmuda' Penetapan penerima hcnorarium ditetapkan melalui Keputusan Bupatiberdasarkan usulan Dinas pendidikan.



BAB II
MEK.EffiISTilE PE}IB.*YARAIS TIONORARIUM

JASA PEIITDUKUI{G BAGI PTIIDIDIK DAITT ?EIIAGA KEPENDIDII{AN

A. Sumher Data
Data caron penerima adalah bersumber dari data yang diqiukan oleh

ff:X";::"*n' 
vans didukung oleh hukri administrasi sebagai

B. Surnber dan Alokasi Dana
Pembiayaan Honorarium Jasa pendukung bagi pendidik dan ?enagaKependidikan bersumber dari dana ApBD Kabupaten Karo Tahun 2021sesuai dengan DPA SKPD Dinas Pendidikan. Honorarium Jasa pendukungbagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan sebesar Rp. 300.o00,_(tiga ratus rihu rupiah) per orang, Fef bulan selama 12 {dua belas) hrulansejak Januari s.d Desember 2A21.

C. Tata Cara dan Syarat-syarat pembayaran
1. Dinas pendidikan mengumumkan, rnenginformasikan danrnenyampaikan adanya Honorarium Jasa pendukung bagi pendidik danTenaga Kependidikan yang ada di KaLrupaten Karo.2' Kepara sekolah mengajukan nama caron penerima yang meme:r,hisyarat umum dan khusus d.engan melampirkan:

a" sK pengangkatan sebagai pendidik atau ?enaga Kependidikan
honorer;

b' surat Keputusan pernbagian tugas mengqiar pada tahun berkenaan;c' surat Keterangan Akilf Melaksanakan Tugas dari Kepala sekorahyang diketahui oleh pengawas Sekolah;
d" Daftar Hadir guru pada bulan berkenaan yang diketahui oleh KepalaSekolah dan pengawas Sekolah;
e' surat Pertanggung jawaban Mutlak (sprJM) dari masing_masingpendidik dan tenaga kependidikan penerima _yang diketahui olehKepala Sekolah sesuai formuiir 1; dan
f' Pakta Integritas dari kepala sekolah yang bersangkutan sesuaifbrmuiir 2.

3' Kepala sekorah bertanggung jarvab mutrak terhadap pengqjuan nama-nama calon penerima yang diusuikannya.
4' Dinas pendidikan akan melakukan verifikasi berkas calon penerima.



5' Bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan yang rnemenuhi persyaratankemudian akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo sebagaipenerima h.norarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenagakependidikan' Apab'a pendidik dan tenaga kependidikan yang rerahditetapkan sebagai penerima mengundurkan diri atau berhalangan
tetap, dapat digantikan oreh pendidik dan tenaga kependidikan rainyang belum ditetapkan sebagai penerima. penggantian penerima
ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Formulir I

KOP SEKOLAII

$URAT PERNYATAAI{ TAnGcuNcnrArrrAB MUTLAK {sprJrvl}
Saya yang bertanda hngan di bawah ini:

Narna
Jabatan
Unit Keqja
Kabupaten

(isi sesuai dengan SK pengangkaian Saudara)

Karo

1. Menyatakan benar telah melaksanakan tugas sebagai ..sesuaidengan pembagian tugas yag ditetapf,an oleh Kepala sekoiah
2' Kelengkapan berkas pendukung usuran pemba,varan Honorarium JasaPendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer adalahbenar dan sepenuhnya merupakan tanggungiawab saya.3" Kerugian Negara akibat kesarahan, tilauiln dan kealpaan saya ataskelengkapan berkas sebagi bukti keaktiran pelaksanaan tugas tersebutsepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. 

r

Demikian surat pernyataan
sebagaimana mestinva.

ini saya buat untuk dapat dipergunakan

ang Membuat pernyataan

NIP. .,

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Y

ml



KOP SEKOLATI

Saya yang
Nama
NiP
.Iabatan
Unit Keria

Pakta Integritas Kepala Sekolah
Lrertancla tangan di bawah inj:

Men-yatakan bahwa:
1. Tenaga Flonorer di sekolahtempat Saya L:ertugasterdiridari 

:

a. Penrlidik ()u:"u -{tt-tlt&el te{geq?San rnasa kerNr:

b. ?e Kgpruqt&kan{diururkan berdasarkan masaNo Nama Tenag- ker
Kependiciikan/Nan
Guru

,TMT
Masa

Keija
Usia Jr"rrniah

.Ianr
1 $-ene_*
Dst

) L*.__*_".-_-_**-
Tenaga i{onore' tt"il'l1u 

{an l e3asa i{epenciie}.ikan} tersebut rli atas melaksanakan: l.ugas;:ffiIi#:r,f 
sesuai crengar: Surar rffitusan p**U*sia:r {,is** -1.ang diterapkan otreh Kepala

2 Kerugian Negara akitrat kesalahan, kelaia:ans-e_penuhnyn menjndi tanggung i*o,an' S*yg,teguran iiszur,teguran tertuiis, atau sanksjperundang-undangan ya:rg tierlaku.

dan keaipaan saya atas clata,data tersebutdan trerseciia meierint* -;;L;i ;*jrl*r.,pulainnya se*uai o*"g*i 
-p*i*i.""' 

,i""

Demikian Fakta Integritas Kepala Sekolah inisebagaimana rnestinya.

KepalaSekolah,

saya buat untuk datrlat dipergunakan

Yang MemUuat pernv;;;;;;

fiiIP.

NIP"

Nama Penrliciil<7Cffi
.Jumlah.Iam

Tatap
Muka

Formulir 2

D. Mekanisme Fencairaa Bantnan
Kepala Dinas pendidikan sebagai pengguna Anggaran (pA) menyalurkanF{onorarium Jasa pendukung Lragi pendidik cran Tenaga Kependidikanmeialui transfer rekening bank' H'norarium Jasa pendukung bagi pendidikda* Tenaga Kepenrtidikan *ibayarkan seteiah pendidik dan tenagakependidikan meraksanakan tugas, sesuai dengan ketersediaaxr dana padelqas Dinas pendidikan.



kependidikan melaksanakan tugas, sesuai dengan ketersediaan dana pada

kas Dinas Pendidikan"

E" Fenghentiaa Pembayaran

Pembayaran Honorarium jasa pendukung bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan dihentikan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan

penerima mernenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

L. Meninggal dunia akan dihentikan pada bulan beriki-Ltnya;

2. Mencapai batas usia 60 {enam puluh} tahun akan dihentikan pada

bulan berkenaan.

3" Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian

pembayarannya dilaku.kan pada bulan berkenaan.

4. Tidak meiaksanakan tugas tanpa alasan yang bisa

dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut*turut atau

kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka penghentian

pembayarannya diiakukan pada bulan berkenaan.

5. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh

pengadilan atau dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB Ifi
pEI"ApoRAN, PEII{AN?AUAS DAtr sAlyxsr

&. Petraporan

Dinas pendidikan meraiui Kasubag Keuangan rnembuat laporan yang bertsiclokumen-dokumen, berupa:
1" surat Keputusan Bupa'ti tentarig penetapan penerirna }{onorarium JasaPendukung bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Fotocopy SpzD penarikan Lrantuan; dan
3' Fotocopy Rekening Koran Buku Ba,k Dinas pendidikan yangrnenunjukkan pemhayaran dimaksud telah mas*k ke rekening masi*g*masing guru penerima.

B. Pernantauan

Dinas pendidikan rnelakukan
untuk melihat pelaksanaan
Pendukung bagi pendiclik cian
tepat tr"ijuan dan sasaran.

monitoring dan evaluasi dapat dilakukan
program pemberian Honorariurn Jasa

Tenaga Kepenclidikan trerjalan dengan baik,

C. Sanhsi

sanksi diberikan kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan penerimaHonorariura Jasa trendukung bagi Fendidik dan Tenaga Kependidikan, jikahasii pemantauan dan iaporan dari Aparat Fengawas Fungsional baikinternal maupun eksternal dan dilakukan verifikasi ternyata diternukana.ia manipurasi data, rnaka pendictik dan Tenaga r*purrrgar;;; ;;;;rnengen:balikan seruruh Honorarium Jasa pendukung bagi pendidik danTenaga Kependidikan yang pernah diterima sejak yang bersangkutanmelakukan kesatrahan tersebut.
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